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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Seiring  berkembangnya  populasi  masyarakat  di

Indonesia,  maka meningkat pula kebutuhan akan rumah,

yang  merupakan  kebutuhan  dasar  bagi  setiap  manusia.

Terbatasnya lahan yang tersedia serta tingginya nilai lahan

menjadi salah satu fenomena umum yang terjadi hampir di

setiap kota-kota besar di  Indonesia.  Pertumbuhan jumlah

penduduk  yang  semakin  bertambah  membuat  jumlah

permintaan  dan  jumlah  penyediaan  akan  lahan  menjadi

tidak  seimbang.  Banyaknya  permintaan  rumah  tinggal

dengan lahan yang semakin terbatas terutama di daerah

perkotaan memberikan peluang bisnis bagi pelaku usaha di

bidang  perumahan,  yang  disebut  dengan  pengembang

(developer).  Keterbatasan ini membuat para pengembang

(developer)  menciptakan  berbagai  solusi  untuk



menyiasatinya.  Salah  satunya  yaitu  dengan  cara

melakukan pembangunan rumah susun.1

Pengaturan  terkait  rumah  susun  diatur  dalam

Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2011  Tentang  Rumah

Susun (UURS).  Menurut  Pasal  1 UURS,  pengertian rumah

susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun

dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian

yang  distrukturkan  secara  fungsional,  baik  dalam  arah

horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan

yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara

terpisah,  terutama untuk tempat  hunian yang dilengkapi

dengan  bagian  bersama,  benda  bersama,  dan  tanah

bersama. Pengertian satuan rumah susun diatur di Pasal 1

ayat  3  UURS,  yang mana pengertian  dari  satuan rumah

susun  adalah  unit  rumah  susun  yang  tujuan  utamanya

digunakan secara  terpisah dengan fungsi  utama sebagai

tempat  hunian  dan  mempunyai  sarana  penghubung  ke

jalan umum.
Akhir-akhir  ini  pembangunan  rumah  susun  yang

tentunya  dibangun  oleh  pengembang  untuk  memenuhi

kebutuhan  atas  rumah  bagi  masyarakat  yang

berpenghasilan  menengah ke  atas,  namun dasar  hukum

yang mengatur mengenai perumahan dalam bentuk rumah

1 Lintang Yudhantaka. 2017. “Keabsahan Kontrak Jual Beli Rumah Susun 
Dengan Sistem Pre Project Selling”.Jurnal Yuridika, Volume 32, No.1, Hlm. 85.



susun  komersial  didasarkan  atas  UURS,  sehingga  jika

didasarkan  atas  UURS  sebenarnya  adalah  kurang

tepat.2Seharusnya  dengan  perkembangan  di  bidang

apartemen yang kian bertumbuh pesat diimbangi dengan

regulasi yang tepat sasaran sehingga nantinya menjamin

perlindungan  hukum  baik  bagi  pihak  pengembang

(developer)  maupun  pihak  konsumen  atau  pihak  ketiga

yang terkait.
Pengertian rumah susun komersial menurut Pasal 1

ayat  10  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2011  Tentang

Rumah Susun adalah rumah susun yang diselenggarakan

untuk mendapatkan keuntungan.Dalam penelitian ini, yang

akan  dijadikan  sebagai  fokus  pembahasan  adalah  jenis

rumah  susun  komersial  yaitu  apartemen.  Apartemen

adalah  istilah  lain  dari  salah  satu  bentuk  rumah  susun

dimana  terdapat  pemisahan  hak  atas  bangunan  dengan

segala  sesuatu yang menjadi  bagiannya, hak atas tanah

yang bersangkutan serta bagian-bagiannya pula dari  hak

atas  tanah  yang  khusus  atas  bagian  tertentu  dari

bangunan  yang  dipergunakan  secara  terpisah.3Menurut

Endy Marlina dalam bukunya yang berjudul  Perancangan

2 Rakhma Yulia Hastuty. 2015. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen  
Dalam Jual Beli Rumah Susun Komersial  Yang Belum Dibangun", Tesis, Tidak 
Diterbitkan. Malang: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum 
Universitas Brawijaya, hlm. 3.
3Suriansyah Murhaini. 2015. Hukum Rumah Susun Eksistensi, Karateristik dan
Pengaturan, Surabaya:Laksbang Grafika, hlm.39.



Bangunan  Komersial  mengatakan  bahwa,  apartemen

adalah bangunan yang membuat  beberapa grup hunian,

yang  berupa  rumah  flat  atau  petak  bertingkat  yang

diwujudkan  untuk  mengatasi  masalah  perumahan  akibat

kepadatan tingkat hunian dari keterbatasan lahan dengan

harga yang terjangkau di perkotaan.4Menurut Kamus Besar

Bahasa  Indonesia,  apartemen  memiliki  pengertian  yaitu

tempat  tinggal  (terdiri  atas  kamar  duduk,  kamar  tidur,

kamar mandi,  dapur, dan sebagainya) yang berada pada

satu lantai bangunan bertingkat yang besar dan mewah,

dilengkapi dengan berbagai fasilitas (kolam renang, pusat

kebugaran, toko, dan sebagainya.5

Hak untuk kepemilikan apartemen disebut Hak Milik

atas  Satuan  Rumah  Susun.  Hak  tersebut  meliputi  hak

pemilikan perseorangan atas satuan-satuan rumah susun

yang dapat digunakan secara terpisah, hak bersama atas

bagian-bagian dari rumah susun, hak bersama atas benda-

benda,  dan  hak  bersama  atas  tanah  yang  kesemuanya

merupakan satu kesatuan hak yang secara fungsional tidak

terpisahkan.  Hak pemilikan perseorangan dikelola  sendiri

oleh pemiliknya, sedangkan yang merupakan hak bersama

4 Endy Marlina. 2008. Panduan Perancangan Bangunan Komersial,  
Yogyakarta:Andi, hlm.86.
5 Pengertian Apartemen, diakses dari https://kbbi.web.id/apartemen, pada 
tanggal 26 Januari 2018.



harus  digunakan  dan  dikelola  secara  bersama  karena

menyangkut kepentingan dan kehidupan orang banyak.6

Kepemilikan atas unit apartemen dibuktikan dengan

adanya Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun jika

rumah susun tersebut didirikan di atas tanah dengan hak

milik,  hak  guna  bangunan,  atau  hak  pakai.  Sedangkan

untuk  rumah susun  yang dibangun di  atas  barang  milik

negara/daerah  berupa  tanah  atau  tanah  wakaf  dengan

cara  sewa  dibuktikan  dengan  Sertifikat  Kepemilikan

Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun.
Untuk  melakukan  pembelian  unit  apartemen,

konsumen  dapat  melakukan  pengikatan  terlebih  dahulu

dengan  pihak  pengembang  (developer).  Hal  ini  dapat

dilakukan dengan cara membuat Perjanjian Pengikatan Jual

Beli  (PPJB) di hadapan Notaris.  Perjanjian Pengikatan Jual

Beli (PPJB) tentang apartemen diatur di Keputusan Menteri

Negara  Perumahan Rakyat  Nomor  11/KPTS/1994  tentang

Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun.
Dewasa  ini,  jual  beli  satuan  rumah  susun  atau

apartemen  yang  belum  selesai  dibangun  semakin

meningkat,  bahkan  tidak  jarang  jual  beli  satuan  rumah

susun ini dilakukan pada saat rumah susun atau apartemen

masih  berada  dalam perencanaan.  Pelaksanaan  jual  beli

6Pradya Paramita A, Tamsil Rahman. 2017. “Analisis Yuridis Putusan PN. 
Surabaya Nomor: 869/Pdt.G/2013/PN.SBY”.Jurnal Novum, Volume 2, No.2.



satuan unit apartemen yang seperti itu dilakukan dengan

cara memesan terlebih dahulu atas unit apartemen yang

akan  dibeli,  yang  kemudian  dituangkan  dalam perikatan

pendahuluan  atau  perikatan  jual  beli  atau  yang  lebih

dikenal  dengan  sebutanPerjanjian  Pengikatan  Jual  Beli

(PPJB) yang dilakukan di hadapan Notaris, sebagai pejabat

yang berwenang(Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30

Tahun  2004  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris).

Dalam  hal  pemasaran  dilakukan  sebelum  pembangunan

rumah susun,  segala  sesuatu  yang  dijanjikan  oleh  pihak

pembangun  (developer)  mengikat  sebagai  Perjanjian

Pengikatan Jual  Beli  (PPJB)  bagi  para pihak sebagaimana

tercantum di Pasal 42 UURS7, yaitu :
(1)  Pelaku  pembangunan  dapat  melakukan
pemasaran  sebelum  pembangunan  rumah  susun
dilaksanakan.
(2)  Dalam  hal  pemasaran  dilakukan  sebelum
pembangunan  rumah  susun   dilaksanakan
sebagaimana dimaksud pada
ayat  (1),  pelaku pembangunan sekurang-kurangnya
harus memiliki:

a. kepastian peruntukan ruang;
b. kepastian hak atas tanah;
c. kepastian status penguasaan rumah susun; 
d. perizinan pembangunan rumah susun; dan
e.  jaminan  atas  pembangunan  rumah  susun
dari 
     lembaga penjamin.

(3)  Dalam  hal  pemasaran  dilakukan  sebelum
pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud

7Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.



pada ayat  (2),  segala  sesuatu yang dijanjikan oleh
pelaku  pembangunan  dan/atau  agen  pemasaran
mengikat  sebagai  perjanjian  pengikatan  jual  beli
(PPJB) bagi para pihak.

Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  (PPJB)  adalah  suatu

perjanjian  yang  dibuat  oleh  calon  penjual  dan  calon

pembeli  suatu  tanah/bangunan  sebagai  pengikatan  awal

sebelum  para  pihak  membuat  Akta  Jual  Beli  (AJB)di

hadapan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT).  Perjanjian

Pengikatan Jual Beli (PPJB) dalam prakteknya sering dibuat

dalam bentuk akta otentik  oleh Notaris sehingga Perjanjian

Pengikatan Jual  Beli  (PPJB)  merupakan akta otentik  yang

memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna.  Hal  ini

dimaksudkan  oleh  para  pihak  untuk  lebih  memberikan

perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang

membuatnya  karena  Notaris  dalam membuat  akta  tidak

berpihak  dan  menjaga  kepentingan  para  pihak  secara

obyektif.  8Biasanya  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  (PPJB)

akan dibuat para pihak di hadapan Notaris karena adanya

syarat-syarat  atau  keadaan-keadaan  yang  harus

dilaksanakan  terlebih  dahulu  oleh  para  pihak  sebelum

melakukan Akta Jual Beli (AJB) di hadapan PPAT. Perjanjian

ini dilakukan jika sertifikat induk belum dipecah oleh pihak

8 Setiawan Rahmat. 2008. Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung: Putra 
Abardin, hlm. 5.



pengembang  (developer).  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli

(PPJB) tidak dapat disamakan dengan Akta Jual Beli (AJB),

yang mana Akta Jual Beli (AJB) merupakan bukti pengalihan

hak  atas  tanah/bangunan  dari  penjual  kepada  pembeli.

Syarat  kepastian  dalam  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli

(PPJB)diatur di Pasal 43 UURS, yaitu:
(1)Proses  jual  beli  sarusun  sebelum  pembangunan

rumah susun selesai dapat dilakukan melalui PPJB
yang dibuat di hadapan notaris.

(2)PPJB  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
dilakukan  setelah  memenuhi  persyaratan
kepastian atas:

a.     status kepemilikan tanah;
b.     kepemilikan IMB;
c.      ketersediaan  prasarana,  sarana,  dan

utilitas
umum;
d.     keterbangunan paling sedikit  20% (dua

puluh 
persen); dan
e.     hal yang diperjanjikan.

Di  dalam penelitian  ini,  pokok  bahasan  yang  akan

diangkat  yaitu  mengenai  apartemen  Basilica  di  Kota

Palembang. Ada pun, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)

dibuat di hadapan Notaris berinisial E pada tanggal 4 Juli

2014.  Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  43  ayat  1

UURS,  bahwa  pihak  pengembang  (developer)  dapat

melakukan  proses  jual  beli  apartemen  sebelum

pembangunan apartemen tersebut selesai dengan dibuat

di  hadapan Notaris.  Perjanjian Pengikatan Jual  Beli  (PPJB)



tersebut dibuat antara pihak pengembang (developer) dan

pihak  konsumen.Berdasarkan  pasal  43  ayat  2  UURS,

seharusnya  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  (PPJB)  dapat

dibuat apabila telah memenuhi syarat kepastian atas hal-

hal  sebagaimana  telah  diuraikan  dalam  pasal  tersebut.

Namun  pada  kenyataannya,  apartemen  Basilica  tidak

memiliki  kepastian atas pasal  43 ayat 2 huruf (d) UURS,

yang  mana  seharusnya  apartemen  Basilica  memiliki

keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen). Hal

ini  dapat  dilihat  secara  fisik  pada  lokasi  pembangunan

apartemen  Basilica  di  Kota  Palembang.  Padahal  secara

tegas telah diatur di dalam Pasal 8 ayat 1 poin (a) Undang-

Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan

Konsumen  bahwa  pelaku  usaha  dilarang

memproduksi/memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa

yang tidak  memenuhi  atau  tidak  sesuai  dengan standar

yang  dipersyaratkan  dalam  ketentuan  peraturan

perundang-undangan.
Selain  itu,  pihak  konsumen  telah  melakukan

kewajibannya yaitu membayarkan  booking fee dan  down

payment (DP)  pertama  secara  tunai  kepada  pihak

pengembang  (developer).  Namun  pihak  pengembang

(developer) lalai dalam melaksanakan kewajibannya yaitu



sampai dengan bulan Maret 2016, obyek yang dijanjikan

dalam  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  (PPJB)  Apartemen

Basilica tersebut belum bisa dikuasai secara fisik oleh Pihak

Kedua (pihak konsumen). Pada Pasal 5 angka 2 huruf (a)

tentang  Pembangunan  dan  Penyerahan,  di  dalam

Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  (PPJB)  Apartemen Basilica

tertulis bahwa “Pihak Pertama akan menyerahkan secara

fisik  objek  perjanjian  ini  secara  bertahap  dimulai  pada

bulan Maret tahun 2016 dan selambat-lambatnya sampai

dengan tanggal 30 bulan Juni tahun dua ribu enam belas

(30-06-2016)”. Pihak konsumen merasa dirugikan dengan

hal ini.
Atas alasan tersebut di atas maka pihak konsumen

memutuskan  untuk  membuat  Akta  Pembatalan  terhadap

Perjanjian Pengikatan Jual  Beli  (PPJB) Apartemen Basilica.

Pembatalan terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)

tersebut dibuat dalam bentuk akta otentik dan dibuat di

depan  Notaris.  Hal  ini  dikarenakan  akta  merupakan  alat

bukti  dari  sebuah  perjanjian,  dimana  isi  dari  akta

merupakan  implementasi  dari  apa  yang  diinginkan  oleh

para pihak dalam perjanjian9,  yaitu pihak pertama (pihak

developer) dan pihak kedua (pihak konsumen). Selain itu,

9 Idris Aly Fahmi. 2013. "Analisis Yuridis Degradasi Kekuatan Pembuktian Dan 
Pembatalan Akta Notaris Menurut Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2004 Tentang Jabatan Notaris".Jurnal Arena Hukum, Volume 6, No. 2, Hlm. 
152-289.



KONSUMEN

TERJADI WANPRESTASI

PIHAK PENGEMBANG
(DEVELOPER)

PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI
APARTEMEN BASILICA

AKTA PEMBATALAN
PERAN NOTARIS

Notaris  memiliki  kapasitas  untuk  membuat  peraturan

tentang setiap tindakan atau kontrak yang ditetapkan oleh

undang-undang  untuk  didokumentasikan  menjadi  akta

otentik.  Seorang  Notaris  memiliki  hak  untuk  melakukan

akta  otentik,  hanya  jika  diminta  oleh  pihak  yang

berkepentingan  dan  bukan  oleh  permintaan  Notaris

sendiri.10

Bagan  I  Proses  Terjadinya  Penerbitan  Akta
Pembatalan Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli
Apartemen Basilica Di Kota Palembang.

Berdasarkan  Bagan  I,  adanya  penerbitan  akta

pembatalan  disebabkan  oleh  terjadinya  wanprestasi  di

dalam  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  (PPJB)  Apartemen

Basilica.Wanpretasi  yang  dilakukan  oleh  pihak

pengembang (developer) Apartemen Basilica berupa tidak

terpenuhinya syarat  kepastian keterbangunan apartemen

sesuai dengan pasal 43 ayat 2 huruf d UURS serta tidak

10 Deviana Yuanitasar. 2017. "The Role of Public Notary in Providing Legal 
Protection on Standard Contracts for Indonesian Consumers". Sriwijaya Law 
Review, Volume 1, No.2, Hlm. 179-190.



terpenuhinya  waktu  penyerahan fisik  Apartemen Basilica

sesuai dengan Pada Pasal 5 angka 2 huruf (a) Perjanjian

Pengikatan  Jual  Beli  Apartemen  Basilica.  Wanprestasi

terjadi  apabila  salah  satu  pihak  dalam  perjanjian  tidak

melaksanakan  atau  lalai  melaksanakan  prestasi

(kewajiban) yang menjadi objek perjanjian antara mereka

dalam  kontrak.11Ada  3  (tiga)  faktor  yang  menyebabkan

terjadinya  pembatalan  dalam  suatu  pengikatan  jual  beli

yaitu:12

1. Karena adanya kesepakatan dari para pihak;
2. Karena syarat batal sebagaimana yang tercantum

dalam 
    klausul pengikatan jual beli telah terpenuhi;
3. Karena pembatalan oleh pengadilan atas tuntutan

dari
salah  satu pihak.
Dalam kasus Apartemen Basilica di Kota Palembang,

alasan  pembatalan  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  (PPJB)

yaitu karena adanya kesepakatan dari para pihak. Khusus

mengenai pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)

atas  Rumah  Susun,  di  dalam  Kepmenpera  Nomor

11/KPTS/1994 tidak diatur secara khusus mengenai syarat-

syarat batalnya suatu Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).

Namun  di  dalam  peraturan  tersebut  diatur  bahwa

11 Alfian Pedana. 2014. “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli 
Melalui Media Elektronik”. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, No.1, Hlm. 52-57.
12 T. Baswedan. 2013. "Kajian Yuridis Pembatalan AktaPengikatan Jual Beli 
(PJB) Tanah Yang Dibuat Dihadapan Notaris". Premise Law Journal, Hlm. 3.



Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dapat menjadi batal

akibat  adanya  kelalaian  dari  pihak  Pengusaha

Pembangunan  Perumahan  dan  Permukiman  untuk

menyerahkan  satuan  rumah  susun,  termasuk  fasilitas

umum dan fasilitas sosial secara sempurna pada tanggal

yang ditetapkan. Hal ini tercantum di dalam Bab III angka

5.3  Poin  ke-10  Lampiran  Kepmenpera  Nomor

11/KPTS/1994, seperti yang terkutip sebagai berikut ini:
“Kewajiban  developer  adalah  menyerahkan  satuan
rumah susun termasuk fasilitas umum dan fasilitas
sosial  secara  sempurna  pada  tanggal  yang
ditetapkan,  dan  jika  pengusaha  belum  dapat
menyelesaikan  pada  waktu  tersebut  diberi
kesempatan  menyelesaikan  pembangunan  tersebut
dalam  jangka  waktu  120  (seratus  dua  puluh)  hari
kalender, dihitung sejak tanggal rencana penyerahan
rumah susun tersebut. Apabila ternyata masih tidak
terlaksana sama sekali, maka perikatan jual beli batal
demi hukum, dan kebatalan ini tidak perlu dibuktikan
atau  dimintakan  Keputusan  Pengadilan  atau Badan
Arbitrase,kepada  perusahaan  pembangunan
perumahan  dan  permukiman  diwajibkan
mengembalikan  pembayaran  uang  yang  telah
diterima dari  pembeli  ditambah dengan denda dan
bunga  setiap  bulannya  sesuai  dengan  suku  bunga
bank yang berlaku.”

Di  Pasal  5  angka  2  huruf  (d)  dalam  Perjanjian

Pengikatan Jual Beli  (PPJB) Apartemen Basilica pun diatur

bahwa  apabila  Pihak  Pertama  (pihak  developer)  tidak

melakukan serah terima fisik dan bertahap mulai tanggal

serah terima, maka Pihak Pertama (pihak developer) akan

dikenakan denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu per mil)



per  hari  yang  dihitung  dari  sisa  pekerjaan  yang  harus

diselesaikan  oleh  Pihak  Pertama  (pihak  developer),  dan

apabila pekerjaan tersebut dalam waktu 3 (tiga) bulan dari

tanggal  serah  terima  tersebut  ternyata  belum  dapat

diselesaikan  oleh  Pihak  Pertama  (pihak

pengembang/developer) maka Pihak Kedua (pihak pembeli)

berhak untuk mengajukan pembatalan perjanjian tersebut.
Menurut  pasal  1365  KUHPerdata,  tiap  perbuatan

melanggar hukum yang membawa kerugian pada seorang

lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan

kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Ada dua sebab

timbulnya ganti rugi,  yaitu ganti  rugi  karena wanprestasi

dan ganti  rugi  karena perbuatan melawan hukum.  Ganti

rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUH Perdata,

yang  dimulai  dari  Pasal  1243-1252  KUH  Perdata,

sedangkan ganti  rugi  karena perbuatan melawan hukum

diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.13Selain itu, di dalam

Bab III angka 5.3 Poin ke-10 Lampiran Kepmenpera Nomor

11/KPTS/1994,  dapat  dilihat  bahwa terdapat  konsekuensi

atas terjadinya pembatalan terhadap Perjanjian Pengikatan

Jual Beli (PPJB) yaitu pengenaan denda dan bunga terhadap

pihak  developer,  setiap  bulannya  sesuai  dengan  suku

13 Umul Khair. 2017. "Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan 
Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan 
Konsumen Di Indonesia". Jurnal Cendekia Hukum, Volume 3, No. 1, Hlm. 32-45.



bunga  bank  yang  berlaku.  Namun  dalam  praktiknya,

pembatalan  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  (PPJB)

Apartemen  Basilica  yang  dilakukan  oleh  pihak  pembeli

tidak diikuti dengan pembayaran denda yang seharusnya

dikenakan kepada pihak developer.
Pembatalan terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli

(PPJB)  apartemen  masih  banyak  menimbulkan

permasalahan bagi  pihak pembeli.  Oleh karena itu  maka

penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang kemudian

ditulis dalam bentuk tesis dengan judul : “PerananNotaris

TerhadapAkta  Pembatalan  Perjanjian  Pengikatan

Jual  Beli  yang Dibuat Antara Konsumen dan Pihak

Pengembang  (Developer)  Apartemen  Basilica  Di

Kota Palembang.”

B. Permasalahan

Dari  latar  belakang  penelitian  diatas,  maka

permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Apa  akibat  hukum  dari  akta  pembatalan

terhadapPerjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  (PPJB)antara

Apartemen Basilica dengan pihak konsumen?

2. Bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  pihak

konsumenakibatpembatalanPerjanjian  Pengikatan  Jual

Beli (PPJB) Apartemen Basilica?



3. Bagaimana peranan Notaris terhadap pembatalan atas

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Apartemen Basilica

?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk  menemukan  dan  menganalisis  akibat  hukum

yang  timbul  dari  akta  pembatalan  atas  Perjanjian

Pengikatan Jual Beli (PPJB) apartemen Basilica.
2. Untuk  menemukan  dan  menganalisis  perlindungan

hukum  bagi  pihak  konsumen  terhadap  batalnya

Perjanjian Pengikatan Jual Beli(PPJB) apartemen Basilica.
3. Untuk  menganalisis  peranan  Notaris  terhadap

pembatalan atas Perjanjian Pengikatan Jual  Beli  (PPJB)

apartemen Basilica.

D. Manfaat Penelitian
Apabila  tujuan  penelitian  ini  dapat  tercapai,  maka

diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  secara  teoritis

maupun secara praktis.
1. Secara Teoretis

Secara  teoritis,  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat

bermanfaat  menambah  wawasan  dan  kajian  yang

mendalam   terutama   bagi  perkembangan   ilmu

pengetahuan   hukum   terkhususnya  bidang  hukum

perdata.
2. Secara Praktis



Dapat  memberikan  masukan  pada  pihak-pihak  yang

terkait untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi

masyarakat luas, yaitu :
a. Pihak Pengembang (Developer);

Memberikan  pengetahuan  mengenai  akibat  hukum

dari perjanjian pengikatan jual beli apartemen,
b. Pihak Konsumen;

Memberikan  pengetahuan  mengenai  hak-hak

konsumen  terkait  perjanjian  pengikatan  jual  beli

apartemen,
c. Notaris;

Memberikan pengetahuan mengenai peranan notaris

terkait  dengan  penyuluhan  hukum  kepada  para

pihak.
d. Pemerintah.

Memberikan pandangan mengenai urgensi mengenai

pembaharuan pengaturan di bidang apartemen dan

perjanjian pengikatan jual beli.

E. Kerangka Teori
Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam buku Chidir

Ali,  bahwa hukum jika diartikan dalam artinya yang luas,

maka  tidak  saja  merupakan  keseluruhan  asas-asas  dan

kaidah-kaidah  yang mengatur  kehidupan  manusia  dalam

masyarakat,  melainkan  meliputi  lembaga-lembaga  dan

proses-proses  yang  mewujudkan  berlakunya  kaidah  itu

dalam kenyataan.14

14 Chidir Ali. 1990.Badah Hukum. Bandung: Alumni. Hlm 21.



Penelitian ini akan menggunakan beberapa teori untuk

menganalisa secara sistematis dan komprehensif tentang

akibat  hukum  akta  pembatalan  terhadap  perjanjian

pengikatan jual  beli  apartemen,  guna menemukan suatu

kesimpulan yang menjawab permasalahan yaitu :

1. Grand Theory

Penelitian  tesis  ini  menggunakan  teori  Kepastian

Hukum. Kesetaraan hukum adalah latar belakang yang

memunculkan  teori  tentang  kepastian  hukum.  Hukum

diciptakan  untuk  memberikan  kepastian  perlindungan

kepada  subjek  hukum  yang  lebih  lemah  kedudukan

hukumnya.15

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem

norma.  Norma  adalah  pernyataan  yang  menekankan

aspek  “seharusnya”  atau  das  sollen,  dengan

menyertakan  beberapa  peraturan  tentang  apa  yang

harus  dilakukan.  Undang-Undang  yang  berisi  aturan-

aturan  yang  bersifat  umum  menjadi  pedoman  bagi

individu  bertingkah  laku  dalam  bermasyarakat,  baik

dalam  hubungan  dengan  sesama  individu  maupun

dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan

15 Bernard L. Tanya. 2006. Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang 
dan Generasi. Jakarta: CV. Kita.Hlm. 108.



itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani

atau  melakukan  tindakan  terhadap  individu.  Adanya

aturan  itu  dan  pelaksanaan  aturan  tersebut

menimbulkan kepastian hukum.16

Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian:

1. Adanya  aturan  yang  bersifat  umum  yang

membuat individu mengetahui dan memahami

perbuatan-perbuatan apa yang boleh dan tidak

boleh dilakukan;

2. Adanya  keamanan  hukum  berupa  jaminan

kepastian  hukum  bagi  individu  dari

kesewenangan  pemerintah  karena  adanya

aturan  hukum  yang  bersifat  umum  sehingga

individu  dapat  mengetahui  apa  yang  boleh

dilakukan oleh negara terhadap individu.17

Kepastian  hukum  merupakan  salah  satu  penganut

aliran  positivisme  yang  lebih  melihat  hukum  sebagai

sesuatu  yang  otonom  atau  hukum  dalam  bentuk

peraturan  tertulis,  artinya  karena  hukum  itu  otonom,

sehingga  semata-mata  untuk  kepastian  hukum dalam

melegalkan  kepastian  hak  dan  kewajiban  seseorang.

Vant  Kant  berpendapat  bahwa  tujuan  hukum  adalah

16 Peter Mahmud Marzuki. 2008.Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: ,  Kencana, 
hlm.158.
17Ibid.



menjaga  setiap  kepentingan  manusia  agar  tidak

diganggu dan terjamin kepastiannya.18

Teori  kepastian  hukum  yang  digunakan  dalam

menganalisis permasalahan dalam tesis ini adalah, yaitu

teori  yang menjelaskan bagaimana akibat hukum dari

akta  pembatalan  atas  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli

(PPJB) apartemen Basilica. Apakah dengan adanya akta

pembatalan, maka terdapat hubungan hukum yang baru

antara pihak pertama (pihak pembeli) dan pihak kedua

(pihak developer).

2. Middle Theory

Penelitian  penulisan  ini  menggunakan   teori

perlindungan  hukum  yang  dikembangkan  oleh

Fitzgerald,  Salmond dan  Philipus M. Hadjon.  Fitzgerald

saat  menjelaskan  teori  perlindungan  hukum  yang

dikembangkan  oleh  salmon,  menguraikan  bahwa:

“hukum  bertujuan  mengintegrasikan  dan

mengkordinasikan  berbagai  kepentingan  dalam

masyarakat, dengan cara membatasinya, karena dalam

suatu  lalu  lintas  kepentingan,  perlindungan  terhadap

18 Jonathan Sarwono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. 
Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm. 74



kepentingan  tertentu  hanya  dapat  dilakukan  dengan

cara membatasi kepentingan di lain pihak.19

Teori  perlindungan hukum juga  dikembangkan  oleh

Philipus  M.  Hadjon,  yang  menjelaskan  bahwa

perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang

menyatakan suatu keharusan diri pada sejumlah subjek

hukum  untuk  segera  memperoleh  sejumlah  sumber

daya, guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang

dijamin dan dilindungi  oleh  hukum,  agar  kekuatannya

segera  terorganisasi  dalam  proses  pengambilan

keputusan  politik  maupun  ekonomi,  khususnya  ada

distribusi  sumber  daya  baik  pada  perangkat  individu

maupun  struktural.20 Hadjon  dengan  menitikberatkan

pada  “tindakan  pemerintahan”  membedakan

perlindungan hukum bagi rakyat dalam 2 (dua) macam

yaitu :

1. Perlindungan  Hukum  Preventif  yang  bertujuan

mencegah terjadinya  sengketa,  yang  mengarahkan

tindakan  pemerintahan  bersikap  hati-hati  dalam

mengambil  keputusan  berdasarkan  diskresi  dan

perlindungan  hukum  represif  yang  bertujuan

19  J.P. Fitzgerald. 1996. Salmon on jurispprudence. London : swet dan 
mazwell “dikutip dari Satjipto Rahardjo. 2000. Ilmu hukum. Bandung: PT Citra 
Aditya Bakti, Hlm.53.
20Ibid.



menyelesaikan  terjadinya  sengketa,  termasuk

penanganan dilembaga peradilan.

2. Perlindungan Hukum Represif  yang bertujuan untuk

menyelesaikan sengketa yang telah muncul dengan

cara-cara yang lazim.

Salah satu fungsi  hukum adalah sebagai  pelindung

kepentingan manusia. Perlindungan hukum merupakan

gambaran  dari  berkerjanya  fungsi  hukum  untuk

mewujudkan  tujuan-tujuan  hukum  yakni  keadilan,

kemaanfaatan  dan  kepastian  hukum.  Perlindungan

hukum  adalah  suatu  perlindungan  yang  diberikan

kepada  subjek  hukum sesuai  dengan aturan,  baik  itu

bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk

represif (pemaksaan), baik secara tertulis maupun tidak

tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.21

Berdasarkan  subtansi  teori  Karl  Marx,  Meijers  dan

Houwing dan teori perlindungan hukum Fitzgerald oleh

Salmond bahwa  dalam  pelaksanaan  perjanjian,  teori

perlindungan  hukum  diterapkan  melalui  asas

keseimbangan  kedudukan  antara  para  pihak  yang

terlibat dalam perjanjian. Maksud asas ini adalah bahwa

kedudukan para pihak dalammerumuskan kontrak yang

21  Ibid, hlm 14



akan  dibuat  harus  dalam  keadaan  seimbang,  hal  ini

sangat penting dirumuskan dalam perjanjian agar tidak

terjadi kedudukan yang tidak seimbang bagi para pihak,

sehingga  tidak  memberikan  kerugian  bagi  para  pihak

yang  membuat  perjanjian,  dan  dapat  memberikan

perlindungan  hukum  bagi  para  pihak   terhadap

perjanjian pengikatan jual beli apartemen.

3. Applied Theory

Penelitian  penulisan  ini  menggunakan  Teori  Fungsi

Kontrak (Perjanjian). Menurut Subekti, perjanjian adalah

suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang

lain,  atau  dimana  seseorang  tersebut  berjanji  untuk

melakukan suatu hal22. Dari peristiwa ini timbulah suatu

hubungan  hukum  antara  dua  orang  tersebut  yang

dinamakan  perikatan.  Perjanjian  itu  menerbitkan

perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam

bentuknya, perjanjian merupakan suatu rangkaian  yang

mengandung janji-janji yang diungkapkan atau ditulis.

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara

dua  orang  atau  dua pihak,  dimana yang satu  berhak

menuntut sesuatu hal dari  pihak yang lain, dan pihak

22  Subekti. 2010.Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta : Intermasa, Hlm 122.



yang  lain  berkewajiban  untuk  memenuhi  tuntutan

tersebut.
Van dunne mengemukakan bahwa perjanjian terjadi

melalui  suatu proses dimana antara kedua pihak atau

lebih  berdasarkan  kata  sepakat  untuk  menimbulkan

akibat hukum,  yang terdiri dari 3 (tiga) fase sebagian

berikut23 :

1. Fase  Prakontrak  yaitu  penawaran  dan

penerimaaan.

2. Fase  Kontrak  yaitu  adanya  penyesuaian

pernyataan kehendak antara dua pihak.

3. Fase  Pasca  Kontrak  yaitu  pelaksanaan

perjanjian.

Perjanjian timbul akibat adanya hubungan perbuatan

hukum  antara  dua  orang  atau  lebih.  Pendukung

perjanjian sekurang-kurangnya dua orang tertentu yang

masing-masing  menduduki  tempat  berbeda  (pihak

pembeli  dan  pihak  pengembang/developer).  Masing-

masing  pihak  inilah  yang  mebjadi  subjek  perjanjian.

Pihak  pembeli  mempunyai  hak  prestasi  dan  pihak

pengembang/developer  wajib  memenuhi  pelaksanaan

prestasi.

23Van dunne dalamSubekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Hlm 14.



Dalam hukum perjanjian  berlaku  suatu  asas,  yang

dinamakan asas konsensualisme. Asas konsensualisme

bukanlah  berarti  suatu  perjanjian  disyaratkan  adanya

persetujuan. Berarti dua pihak telah setuju atau sepakat

mengenai  suatu  hal.Asas  konsensualisme  yang

mengatur syarat sah perjanjian yaitu24:

1. Cakap;

2. Sepakat;

3. Suatu Hal tertentu (objek tertentu);

4. Kausa Halal.

Berdasarkan pendapat diatas maka dalam perjanjian

pengikatan  jual  beli  apartemen  Basilicasudah

seharusnya  dapat  memberikan  keamanan  dan

keuntungan  bagi  pihak  yang  membuat  perjanjian,

dimana antara perjanjian tersebut  maka timbulah hak

dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing

pihak yang membuat perjanjian. Dengan kata lain para

pihak  tunduk  dan  mematuhi  perjanjian  yang  telah

mereka  buat.  Dalam  hal  ini  fungsi  perjanjian  sama

dengan  fungsi  undang-undang,  tetapi  hanya  berlaku

khusus bagi para pihak yang membuat perjanjian saja.

24  Pasal 1320 KUH Perdata.



F. Kerangka Konseptual
1. Akta Notaris

Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan

oleh  notaris  menurut  KUHPerdata  pasal  1870yang

mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat.

Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga

tidak  perlu  lagi  dibuktikan  dengan  pembuktian  lain

selamaketidakbenarannya  tidak  dapat  dibuktikan.

Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata dan HIR 165, akta

notaris  merupakan  alat  bukti  tulisan  atau  surat

pembuktian  yang  utama  sehingga  dokumen  ini

merupakan  alat  bukti  persidangan  yang  memiliki

kedudukan yang sangat penting.
Akta notaris memeiliki fungsi sangat penting sebagai

fungsi formal yang memiliki arti bahwa suatu perbuatan

hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat dalam

bentuk akta. Akta Notaris juga sebagai alat pembuktian

dimana  dibuatnya  akta  oleh  para  pihak  yang  terikat

dalam  suatu  perjanjian  sengaja  ditujukan  untuk

pembuktian  di  hari  kemudian,  serta  sebagai  alat

pembuktian  yang  sempurna  bagi  para  pihak  dalam

perjanjian beserta ahli warisnya yang mendapatkan hak



darinya tentang apa yang di muat dalam akta tersebut.

Akta otentik juga merupakan bukti yang mengikat yang

berarti  kebenaran  atas  sesuatu  atau  hal-hal  yang

tertulis  dalam akta  otentik  tersebut  harus  diakui  oleh

hakim.  Akta  otentik  harus  memenuhi  apa  yang

dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPerdata, sifatnya

kumulatif atau harus meliputi semuanya.
Ketentuan  mengenai  kewenangan  Notaris  untuk

membuat akta otentik diatur dalam Undang-Undang No.

30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  (UUJN)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.

2 Tahun 2014. Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, disebutkan

bahwa  Notaris  merupakan  pejabat  umum,  yang

berwenang untuk membuat akta  otentik  dan memiliki

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU

ini atau berdasarkan UU lainnya.
Mengenai  kewenangan  Notaris,  Pasal  15  ayat  (1)

UUJN  memberikan  jabarannya,  bahwa  Notaris,  dalam

jabatannya,  berwenang  membuat  Akta  otentik

mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan

yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan

dan/atau  yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan

untuk  dinyatakan  dalam  Akta  Otentik,  menjamin

kepastian  tanggal  pembuatan  akta,  menyimpan  akta,



memberikan  grosse,  salinan  dan  kutipan  akta,

semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau

orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
Akta Notaris atau Notariil Akta, dalam Pasal 1 angka

7 UUJN, dimaknai sebagai akta otentik yang dibuat oleh

atau di hadapan Notaris, menurut bentuk dan tata cara

yang ditetapkan dalam UU ini. Secara gramatikal, dalam

Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta dimaknai sebagai

surat  tanda  bukti  berisi  pernyataan  (keterangan,

pengakuan,  keputusan,  dsb)  tentang  peristiwa  hukum

yang  dibuat  menurut  peraturan  yang  berlaku,

disaksikan  dan  disahkan  oleh  pejabat  resmi.  Sampai

pada  titik  ini,  sudah  jelas  kiranya  mengenai  posisi,

fungsi,  tugas  dan  wewenang  Notaris.  Bahwa  dalam

jabatannya, Notaris berwenang membuat akta otentik.
2. Perjanjian Pengikatan Jual Beli

Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  (PPJB)  adalah  suatu

perjanjian  yang  dibuat  oleh  calon  penjual  dan  calon

pembeli suatu tanah/bangunan sebagai pengikatan awal

sebelum para pihak membuat Akta Jual Beli di hadapan

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Biasanya Perjanjian

Pengikatan  Jual  Beli  (PPJB)  akan  dibuat  para  pihak

karena  adanya  syarat-syarat  atau  keadaan-keadaan



yang harus dilaksanakan terlebih dahulu oleh Para Pihak

sebelum melakukan Akta Jual Beli (AJB) di hadapan PPAT.

Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  (PPJB)  tidak  dapat

disamakan dengan Akta Jual Beli (AJB) yang merupakan

bukti pengalihan hak atas tanah/bangunan dari penjual

kepada pembeli.

3. Apartemen
Apartemen adalah istilah lain dari salah satu bentuk

rumah  susun  dimana  terdapat  pemisahan  hak  atas

bangunan  dengan  segala  sesuatu  yang  menjadi

bagiannya,  hak  atas  tanah  yang  bersangkutan  serta

bagian-bagiannya pula dari hak atas tanah yang khusus

atas bagian tertentu dari bangunan yang dipergunakan

secara terpisah.25

Pengaturan  mengenai  apartemen  diatur  di  dalam

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah

Susun.  Menurut  Pasal  1 UU Rumah Susun,  pengertian

rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang

dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi  dalam

bagian-bagian  yang  distrukturkan  secara  fungsional,

baik  dalam  arah  horizontal  maupun  vertikal  dan

merupakan  satuan-satuan  yang  masing-masing  dapat

dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk

25 Suriansyah Murhaini. Loc.Cit.



tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama,

benda bersama, dan tanah bersama.

G. Metode Peneltian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif,

maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian

yang  menggambarkan,  menelaah,  menjelaskan,  serta

menganalisis  permasalahan  mengenai  akibat hukum

akta  pembatalan  terhadap  perjanjian  jual  beli

apartemen.  Menurut  Jonny  Ibrahim,  dalam  bukunya

Teori  dan  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif,

mengatakan bahwa  penelitian  hukum normatif  adalah

prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran

berdasarkan  logika  keilmuan  hukum  dari  sisi

normatifnya.  Logika keilmuan dalam penelitian hukum

normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-

cara kerja ilmu hukum normatif.26

Pendapat  di  atas,  diperkuat  oleh  pendapat  Peter

Mahmud  Marzuki,  dalam  bukunya  Penelitian  Hukum,

yang  menjelaskan  bahwa penelitian  hukum  adalah

suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-

prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna

26Jonny Ibrahim.2006.Teori  dan Metode Penelitian Hukum Normatif.Malang:
Bayumedia,hlm.47



menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi.  Hal  ini  sesuai

dengan  karakter  preskriptif  ilmu  hukum.  Berbeda

dengan  penelitian  yang  dilakukan  di  dalam  keilmuan

yang  bersifat  deskriptif  yang  menguji  kebenaran  ada

tidaknya  sesuatu  fakta  disebabkan  oleh  suatu  faktor

tertentu,  penelitian  hukum  dilakukan  untuk

menghasilkan  argumentasi,  teori  atau  konsep  baru

sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang

dihadapi”.27

Lebih lanjut Bambang Waluyo dalam bukunya Penelitian

Hukum Dalam Praktek,  mengatakan  bahwa  penelitian

ini  merupakan suatu  kegiatan ilmiah yang didasarkan

pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang

bertujuan  untuk  mempelajari  suatu  hukum  tertentu

dengan jalan menganalisanya.28

2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk

melakukan  pendekatan  terhadap  permasalahan  yang

diteliti,  untuk  kemudian  dikaji  dari  berbagai  aspek

hukum yang ada hubungannya dengan isu hukum (legal

issue)  yang  diteliti.  Adapun  metode  pendekatan

masalah dalam penelitian ini adalah: 

27Peter Mahmud Marzuki.  2005.  Penelitian Hukum.Jakarta:Kencana Prenada
Media Group,hlm.35.
28Bambang Waluyo.  1996. Penelitian Hukum Dalam Praktek.  Jakarta:  Sinar
Grafika. Hlm.8.



a) Pendekatan  Perundang-Undangan  (Statue

Approach)
Pendekatan  perundang-undangan  digunakan

untuk  memperoleh  deskripsi  analisis  peraturan

hukum  yang  mengatur  mengenai  konsekuensi

atas  terjadinya  pembatalan  terhadap  Perjanjian

Pengikatan Jual Beli (PPJB) seperti yang diatur di

dalam  ketentuan  Bab  III  angka  5.3  Poin  ke-10

Lampiran  Kepmenpera  Nomor  11/KPTS/1994

tentang  Pedoman  Perikatan  Jual  Beli  Satuan

Rumah Susun.
Pendekatan  perundang-undangan,  dilakukan

dengan  menelaah  semua  undang-undang  dan

regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum

yang  sedang  ditangani.  Bagi  penelitian  untuk

kegiatan  praktis,  pendekatan  undang-undang  ini

akan  membuka  kesempatan  bagi  peneliti  untuk

mempelajari  adakah  konsistensi  dan  kesesuaian

antara  suatu  undang-undang  dengan  undang-

undang lainnya atau antara undang-undang dan

Undang-Undang  Dasar  atau  antara  regulasi  dan

undang-undang.  Hasil  dari  telaah  tersebut

merupakan  suatu  argument  unutk  memecahkan

isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan



akademis,  peneliti  perlu  mencari  ratio  legis  dan

dasar  ontologis lahirnya  undang-undang

tersebut.29

b) Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan  kasus  digunakan   untuk  menelaah

kasus batalnya  perjanjian  pengikatan  jual  beli

apartemen  yang  dituangkan  di  dalam  akta

pembatalan.

Bahan  kajian  pokok  di  dalam pendekatan  kasus

adalah  ration  decidendi  atau  reasoning,  yaitu

perlindungan hukum bagi pihak pembeli terhadap

pembatalan  perjanjian  pengikatan  jual  beli

apartemen.  Baik untuk keperluan praktis maupun

untukkeperluan  akademis,  ratio  decidendi atau

reasoning tersebut  merupakan  referensi  bagi

penyusunan  argumentasi  dalam  pemecahan  isu

hukum.30

c) Pendekatan Analitis (Analytical Approach)

Pendekatan analitis digunakan untuk mengetahui

dan memahami  istilah-istilah  dan konsep-konsep

yang terkandung dalam peraturan yang mengatur

mengenai  pembatalan  terhadap  pengikatan  jual

29Peter Mahmud Marzuki. Loc.Cit.Hlm. 93.
30Peter Mahmud Marzuki.Ibid.Hlm. 94.



beli seperti yang diatur di dalam ketentuan Bab III

angka  5.3  Poin  ke-10  Lampiran  Kepmenpera

Nomor 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan

Jual  Beli  Satuan  Rumah  Susun,  sehingga  dari

pendekatan  analisis  ini  dapat  mencegah

terjadinya  perbedaan  penafsiran  (interpretasi)

dalam  menjawab  permasalahan  hukum  dalam

penelitian ini. 

Maksud utama dari pendekatan analitis  terhadap

bahan  hukum  adalah  mengetahui  makna  yang

terkandung  oleh  istilah-istilah  yang  digunakan

dalam  aturan  perundang-undangan  secara

konseptual,  sekaligus  mengetahui  penerapannya

dalam praktek putusan-putusan hukum.31

3. Sumber Bahan Penelitian

Penelitian  ini  menggunakan  bahan-bahan  hukum

yang diperoleh dari  hasil  penelitian kepustakaan.  Dari

penelitian  kepustakaan  dikumpulkan  bahan-bahan

hukum  yang  meliputi  bahan  hukum  primer,  bahan

hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tertier.  Menurut

Abdul  Kadir  Muhammad,  dalam  bukunya  Hukum  dan

Penelitian Hukum, mengatakan bahwa dalam penelitian

31Jonny Ibrahim. Loc.Cit.Hlm. 256.



normatif,  data  yang  diperlukan adalah data  sekunder.

Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang

sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-

buku  harian,  sampaipada  dokumen-dokumen  resmi

yang dikeluarkan oleh pemerintah.32

Mengacu pada tata cara penyusunan sumber bahan-

bahan hukum menurut Soerjono Soekanto, maka bahan

hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan

hukum tertier, dalam penelitian ini meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum

yang mengikat, yang terdiri dari:

a) Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia

Tahun  1945 (Sebelum  dan  Sesudah

Perubahan);

b) Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata

(KUHPer);

c) Undang-Undang  atau  Peraturan  Pemerintah

Pengganti Undang-Undang, yaitu;

(1) Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2011

tentang Rumah Susun.

32Abdul Kadir Muhammad. 2004.  Hukum dan Penelitian Hukum.  Citra Aditya
Bakti. Bandung, hlm 122.



(2) Undang-Undang  Nomor  8  Tahun1999

tentang Perlindungan Konsumen.

(3) Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004

sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-Undang-Undang  Nomor  2  Tahun

2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

(4) Peraturan  Pemerintah  No  4  Tahun  1988

tentang Rumah Susun.

(5) Keputusan  Menteri  Negara  Perumahan

Rakyat  Nomor:11/KPTS/1994  tentang

Pedoman  Perikatan  Jual  Beli  Satuan

Rumah Susun.

(6) Surat  Keputusan  Menteri  Negara

Perumahan Rakyat  Nomor 9  Tahun 1995

tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli.

(7) Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  3

Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan

Perda Rumah Susun

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan-bahan

hukum  yang  memberikan  petunjuk  dan

penjelasan tentang bahan hukum primer antara

lain:  tulisan  dan  hasil  karya  ilmiah  dan/atau



pendapat dan doktrin para ahli hukum yang ada

relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian

ini

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan Hukum Tertier adalah bahan-bahan hukum

yang memberikan  penjelasn  tentang  bahan

hukum  primer  dan  sekunder,  seperti  kamus,

ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain-lain yang

ada  relevansinya  dengan  isu  hukum  dalam

penelitian ini.33

4. Teknik Pengumpulan BahanPenelitian

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan

mengidentifikasi  dan  menginventarisasi  peraturan

perundang-undangan,  meneliti  bahan  pustaka  (tulisan

dan  hasil  karya  ilmiah)  dan  sumber-sumber  bahan

hukum  lainnya  yang  ada  relevansinya  dengan  isu

hukum dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan BahanPenelitian

Pengolahan  bahan-bahan  hukum,  diolah  dengan

melakukan  inventarisasi  dan  sistematisasi  terhadap

peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya

dengan  peraturan  hukum  mengenai  pembatalan

33Soerjono Soekanto. Loc.Cit.Hlm. 52. 



Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) apartemen Basilica

di  kota  Palembang.  Setelah memperoleh bahan-bahan

hukum  dari  hasil  penelitian  kepustakaan,  maka

dilakukan  pengolahan  bahan-bahan  hukum  yang

didapatkan  dengan  cara  mengadakan  sistematisasi

terhadap  bahan-bahan  hukum  tertulis.  Sistematisasi

berarti  membuat  klasifikasi  terhadap  bahan-bahan

hukum  unyuk  memudahkan  pekerjaan  analitis  dan

konstruksi.34

Mengacu  pada  tata  cara  pengolahan  bahan-bahan

hukum menurut Marck Van Hoecke, pengolahan bahan-

bahan  hukum  dapat  dilakukan  dengan  cara

menstrukturkan,  mendeskripsikan,  dan

menyistematisasi  bahan-bahan  hukum tersebut  dalam

dua tataran, yaitu:

1) Tataran Teknis

Tataran teknis,  yaitu  menghimpun,  menata,  dan

memaparkan  peraturan  hukum  hierarki  sumber

hukum  untuk  membangun  landasan  legitimasi

dalam  menafsirkan  peraturan  hukum  dengan

menerapkan  metode  logika,  sehingga  tertata

dalam suatu sistem yang koheren. 

34Ibid.



2) Tataran Teleologis

Tataran  teleologis,  yaitu  menyistematisasi

peraturan  hukum berdasarkan  substansi  hukum,

dengan  cara  memikirkan,  menta  ulang,  dan

menafsirkan  material  yuridis  dalam  perspektif

teleologis, sehingga sistemnya menjadi lebih jelas

dan  berkembang,  dengan  menerapkan  metode

teleologis  sebagai  patokan  sistematisi

internalnya.35

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian
Analisis bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan

dan  diolah,  dilakukan  dengan  cara  analisis  dan

penafsiran (interpretasi) hukum, antara lain:

1) Menafsirkan  undang-undang  menurut  arti

perkataan (istilah)  atau biasa disebut  Penafsiran

Gramatikal.

Antara bahasa dengan hukum terdapat hubungan

yang  erat  sekali.  Bahasa  merupakan  alat  satu-

satunya  yang  dipakai  pembuat  undang-undang

35Marck Van Hoecke, dalam Bernard Arief Sidharta,  2000.  Refleksi tentang
Struktur Ilmu Hukum. Bandung: Manda Maju. Hlm. 39. Lebih lanjut Marck Van
Hoecke, menjelaskan bahwa tataran yang ketiga adalah Tataran SIstematisasi
Eksternal, yaitu menyistematisasi hukum dalam rangka mengintegrasikannya
ke dalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat, sehingga dapat menafsir
ulang  pengertian  yang  ada  pembentukan  pengertian  yang  baru  dengan
menerapkan metode interdisipliner atau transdisipliner, yakni memanfaatkan
metode  dan  produk  berbagai  ilmu  manusia  lainnya,  dengan  pendekatan
antisipatif ke masa depan (futurology)



untuk  menyatakan  kehendaknya.  Karena  itu,

pembuat  undang-undang  yang  ingin

menyatakannya kehendaknya secara  jelas  harus

memilih kata-kata yang tepat. Kata-kata itu harus

singkat,  jelas  dan  tidak  bisa  ditafsirkan  secara

berlainan.  Adakalanya  pembuat  undang-undang

tidak  mampu  memakai  kata-kata  yang  tepat.

Dalam hal ini hakim wajib mencari arti kata yang

dimaksud, yang lazim dipakai dalam percakapan

sehari-hari, dan hakim dapatmenggunakan kamus

bahasa  atau  meminta  penjelasan  dari  ahli

bahasa.36

2) Menafsirkan undang-undang menurut sejarah atau

biasa disebut Penafsiran Historis.

Setiap  ketentuan  perundang-undangan

mempunyai  sejarah.  Dari  sejarah  peraturan

perundang-undangan,  hakim  dapat  mengetahui

maksud  pembuatnya.  Terdapat  dua  macam

penafsiran  sejarah  yaitu  penafsiran  menurut

sejarah  dan  sejarah  penetapan  ketentuan

peraturan perundang-undangan.37

36Utrecht, dalam Yudha Bhakti Ardhiwisastra. Loc.Cit.Hlm. 9.
37Utrecht, dalam Yudha Bhakti Ardhiwisata. Ibid.Hlm. 10.



3) Menafsirkan undang-undang menurut sistem yang

ada  dalam  hukum  atau  biasa  disebut  dengan

Penafsiran Sistematik.

Perundang-undangan  suatu  negara  merupakan

kesatuan, artinya tidak sebuah pun dari peraturan

tersebut  dapat  ditafsirkan,  seolah-olah ia  berdiri

sendiri.  Pada  penafsiran  peraturan  perundang-

undangan  selalu  harus  diingat  hubungannya

dengan  peraturan  perundang-undangan  lainnya.

Penafsiran  sistematik  tersebut  dapat

menyebabkan  kata-kata  dalam  undang-undang

diberi pengertian yang lebih luas atau yang lebih

sempit  daripada  pengertiannya  dalam  kaidah

bahasa  yang  biasa.  Hal  yang  pertama  disebut

penafsiran  meluaskan  dan  yang  kedua  disebut

penafsiran menyempitkan.38

4)  Menafsirkan  undang-undang  menurut  cara

tertentu  sehingga  undang-undang  itu  dapat

dijalankan sesuai dengan keadaan sekarang yang

ada  di  dalam  masyarakat,  atau  biasa  disebut

dengan Penafsiran Sosiologis.

38Appeldorn, dalam Yudha Bhakti Ardhiwisastra. Ibid.



Setiap  penafsiran  perundang-undangan  yang

dimulai  dengan  penafairan  gramatikal  harus

diakhiri  dengan  penafsiran  sosiologis.  Apabila

tidak  demikian,  keputusan  yang  dibuat  tidak

sesuai  dengan keadaan yang benar-benar  hidup

dalam masyarakat.  Karena  itu,  setiap  peraturan

hukum  mempunyai  suatu  tujuan  sosial,  yaitu

membawa  kepastian  hukum  dalam  pergaulan

antara anggota masyarakat. Hakim wajib mencari

tujuan  sosial  baru  dari  peraturan  yang

bersangkutan.  Apabila  hakim  mencarinya,

masuklah  ia  ke  dalam  lapangan  pelajasan

sosiologi.  Melalui  penafsiran  sosiologi,  hakim

dapat  menyelesaikan  adanya  perbedaan  atau

kesenjangan  antara  sifat  positif  dari  hukum

(rechtpositiviteif)  dengan  kenyataan  hukum

(rechtswekelijheid), sehingga penafsiran sosiologi

atau teleologis menjadi sangat penting.39

5) Penafsiran Otentik atau Penafsiran Secara Resmi.

Adakalanya  pembut  undang-undang  itu  sendiri

memberikan tafsiran tentang arti atau istilah yang

digunakannya  di  dalam  peraturan  perundang-

39Utrecht, dalam Yudha Bhakti Ardhiwisastra. Ibid. Hlm.11.



undangan yang dibuatnya. Tafsiran ini dinamakan

tafsiran otentik atau tafsiran resmi. Di sini hakim

tidak  diperkenankan  melakukan  penafsiran

dengan  cara  lain  selai  dari  apa  yang  telah

ditentukan  pengertiannya  di  dalam  undang-

undang itu sendiri.40

6) Penafsiran Interdisipliner

Penafsiran jenis  ini  biasa  dilakukan dalam suatu

analisis  masalah  yang  menyangkut  berbagai

disiplin ilmu hukum. Di sini digunakan logika lebih

dari  satu  cabang  ilmu  hukum.  Misalnya  adanya

keterkaitan  asas-asas  hukum  dari  satu  cabang

ilmu  hukum,  seperti  asas-asas  hukum  perdata

dengan asas-asas hukum publik.41

7) Penafsiran Multidispliner

Berbeda  dengan  penafsiran  interdisipliner  yang

masih  berada  dalam rumpun  disiplin  ilmu  yang

bersangkutan,  dalam  penafsiran  multidisipliner

seorang hakim harus juga mempelajari suatu atau

beberapa disiplin ilmu lainnya di luar ilmu hukum.

Dengan  lain  perkataan,  di  sini  hakim

40Utrecht, dalam Yudha Bhakti Ardhiwisastra. Ibid
41Yudha Bhakti Ardhiwisastra. Ibid. Hlm.12



membutuhkan verifikasi dan bantuan dari lain-lain

disiplin ilmu.42

Analisis  bahan-bahan  hukum  juga  dapat  dilakukan

dengankonstruksi hukum, antara lain:

1) Analogi  (Analogis),  yaitu  peluasan  berlakunya

kaidah  undang-undang,  dengan  cara

memberlakukan  suatu  ketentuan  dalam  suatu

undang-undang  yang  lain  terhadap  suatu

peristiwa  dalam  suatu  undang-undang  tertentu

yang  ketentuannya  tidak  ada  dalam  undang-

undang  yang  bersangkutan.  Terhadap  peristiwa

tersebut, diberlakukan ketentuan undang-undang

yang  lain  tadi  dengan  peristiwa  yang

ketentuannya  tidak  ada  dalam  undang-undang

yang bersangkutan.

2) Penghalusan  hukum  (Rechtsverfijning),  yaitu

penghalusan  berlakunya  suatu  kaidah  undang-

undang;

3) Penggunaan  Argumentum  a  Contrario,  yaitu

menggunakan  sesuatu  yang  tidak  disebut  oleh

Pasal Undang-Undang secara kebalikan.43

42Ibid.
43Saut P.  Panjaitan.  1998.  Dasar-Dasar Ilmu Hukum  (Asas, Pengertian, dan
Sistematika). Palembang: Universitas Sriwijaya. Hlm. 158-159



Selanjutnya  dilakukan  upaya  penemuan  hukum

(rechtsvinding)  dan  pembentukan  hukum

(rechtsvorming)  yang  bersifat  praktis-fungsional,

dengan  cara  penguraian  teleologis-konstruktif,

sehingga ditemukan konsep hukum dari dibuatnya akta

pembatalan  terhadap  perjanjian  pengikatan  jual  beli

apartemen.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan
Penarikan  kesimpulan  terhadap  bahan  penelitian

menggunakan  metode  penarikan  kesimpulan  secara

deduktif-induktif  untuk  memperoleh  jawaban-jawaban

atas permasalahan yang ada pada penelitian ini. Metode

penarikan kesimpulan secara deduktif adalah penarikan

kesimpulan  yang  bersifat  khusus.44 Metode  penarikan

kesimpulan  secara  induktif  adalah  pembahasan  yang

dimulai  dari fakta yang ada bersifat khusus dan konkrit

kemudian  menuju  kepada  generalisasi  yang  bersifat

umum.45
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